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 Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah 

gadai (rahn). Alasan masyarakat melakukan praktik gadai hanya untuk menutupi 

masalah ekonomi dalam keadaan mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya 

sekolah, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa 

dielakkan. Harta yang sering dijadikan sebagai barang jaminan ialah tanah 

pertanian, namun praktik gadai yang ada dikalangan masyarakat sering sekali 

dianggap sebagai suatu tindakan spekulasi karena terdapat ketidaksesuaian antara 

gadai dalam ketentuan Islam dengan praktik gadai yang berlangsung di 

masyarakat, sebagaimana praktik gadai yang dilakukan di Desa Burni Telong 

Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh mereka mempraktikkan barang 

gadai dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai secara mutlak sampai pemberi 

gadai melunasi utangnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai yang dilakukan di 

Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh. 

 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. 

Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empris yuridis. 

Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu para petani 

kopi dan para pihak yang melakukan akad gadai dan sumber data sekunder berupa 

buku, jurnal penelitian, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai kebun kopi di 

Desa Burni Telong yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam sudah memenuhi 

syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti ketentuan dalam hukum Islam 

secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang gadai 

dimana masyarakat di Desa Burni Telong ketika melakukan praktik gadai, 

pemanfaatan barang gadai sering sekali dimanfaaatkan oleh murtahin secara 

mutlak selama pemberi gadai belum mengembalikan pinjamannya. Oleh karena 

itu akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Burni Telong dilakukan secara 

turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat bukan sepenuhnya 

berdasarkan pada hukum Islam. 

 

Kata kunci:  Gadai Kebun  Kopi, Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai 

jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang atau jasa yang dapat 

dikonsumsi.1 Di dalam hidup ini, adakala orang mengalami kesullitan pada suatu 

ketika. Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan 

dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi 

keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Untuk menutupi (mengatasi) 

kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah 

pegadaian atau kepada perorangan. Pinjaman ini harus disertai dengan jaminan 

sebagai pegangan sekitanya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.2 Di 

kalangan masyarakat harta yang sering dijadikan sebagai barang jaminan ialah 

tanah pertanian, di mana tanah pertanian/kebun diberikan kepada penerima gadai 

dengan begitu penggadai akan mendapatkan pinjaman, yang mana praktik 

tersebut lebih dikenal dengan dengan istilah gadai tanah.3 

Menurut etimologi gadai/rahn  bermakna al-s\ubu>t wa al-dawa>m artinya 

menetap  dan abadi, atau al-h{asbu wa al-lazu>m artinya mengekang dan 

                                                 
1 Mabarroh Azizah, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”, 

Jurnal Volksgeist,  Vol. 4., No. 2., 2021, hlm. 156.  
2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalm Islam (Fiqh Muamalat) ( Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 254.  
3 Ihdi Aini, “Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 

Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Studi Kasus di Kenagarian Simpang 

Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman, “ Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1  2020. hlm. 97.  



2 

 

 

 

kewajiban dan juga bisa diartikan sebagai jaminan. Adapun secara terminologi 

menurut para ulama fiqh yang dimaksud dengan gadai ialah:4 

1. Menurut imam Syafi’i “menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang 

yang mana barang tersebut dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan 

dalam membayar utang”. 

2. Menurut imam Hanabilah “Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai 

pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) 

membayar utangnya kepada pemberi pinjaman” 

3. Menurut imam Maliki “Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai 

(mutawammil) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas 

utang yang tetap mengikat” 

4. Menurut imam Hanafi “menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang 

dan barang dapat dijadikan sebagai pembayar, baik seluruhnya maupun 

sebagiannya dari utang”. 

Hukum Islam dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu 

keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.5 Gadai 

dalam Islam adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang 

memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual 

barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar 

hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan 

tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada 

                                                 
4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh  Muamalat ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 265. 
5 Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Jurnal 

Volksgeist, Vol. 1., No. 1.,  2018, hlm. 54.  
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pengutang, namun apabila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus 

menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.6 

Gadai secara Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi 

pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan atau dipinjamkan, uang 

yang dipinjamkan. Adapun beberapa rukun gadai yakni al-Aqdu, adanya lafas, 

adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang yang digadaikan, adanya 

hutang. Dengan adanya hal-hal diatas maka sahlah sebuah transaksi gadai. Kaum 

muslimin juga sudah bersepakat (ijma’) mengenai diperbolehkanya gadai. 

Dalam realitas kehidupan masyarakat gadai sangat lazim terjadi, karena 

berhutang dengan menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran 

hutang.7 

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa gadai (rahn) merupakan akad 

yang dalam pelaksanaannya menjadikan suatu barang yang bernilai harta sebagai 

barang jaminan atas utang seseorang. Dalam hal ini jelas bahwa menghadirkan 

barang jaminan itu berkaitan dengan utang piutang karena pemberian barang 

jaminan itu  muncul setelah adanya akad utang piutang. Praktik utang piutang 

merupakan salah satu perbuatan dalam kebajikan yang tujuannya untuk 

menolong orang yang sedang berada dalam keadaan sulit yaitu ketika tidak 

memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi untuk ketenangan hati, 

pemberi gadai memberikan barang yang dijadikan sebagai tanggunagan atas 

utang, karena pemberi gadai harus membayar utang ketika telah sampai batas 

waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, pemilik uang (penerima gadai) 

                                                 
6 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.251. 
7 Imam Mustafa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2016), 

hlm.195. 
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boleh meminta sebuah barang yang berharga milik si penggadai sebagai 

jaminan, tujuan ialah agar penggadai tidak lalai dan segera membayar utangnya 

mengingat salah satu hartanya telah dijadikan sebagai barang jaminan. 

Hukum menghadirkan barang jaminan adalah boleh sebagaimana wahyu 

Allah dalam Q.S. al-Baqarah (3): (283)  dan penjelasan dari hadis Nabi yang 

berbunyi sebagai berikut.8 

 
 
ْْ فإَِنْ اَ  وَإِنْ كُنْتثمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْاْ كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَّقْبُ وْ ضَةٌ ِِ  ا ََ ِِّ  الَّ ًُا فَ لُُْ  ْْ مْ ََ  ُُ ُُ ْْ  ََ ََ ََ مِ ِِ تُ

ُِواْ الشَّهَا َِّةَ   ، وَلَُْ تَّقِ امََانَ تَهُ  تُ ُْ هَا فَ  اللَّهَ رََّهُ، وَلََ تَ ِْ تُ ُْ َْ يَ ََاِمٌِ ََ لْبُهُ  وَمَ لُ اِنَّهُ  َِ ْْ ا تَ  َِ  وْنَ عَلُِْمٌ ، وَاللَّهُ َِ

﴾٣٨٢: البقرة﴿     

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah  tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan jangannlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sasungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  (Q.S. al-

Baqarah : 283) 

 

َْ عَائِشَةَ َاَلَتْ  َْ حَدِيْ إ   عَ َْامًا وَرَهَنَهُ  َِّرْعًا مِ َْ يَ هُوْ ِِّيِ  طَ (دٍ   روا  البااري و مللمسْتَ رَ  مِ   
“Rasulullah pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”. 

(H.R. Bukhari dan Muslim). 

 

 

Tujuan Allah mensyariatkan gadai ialah agar terwujudnya kemaslahatan 

dan menghilangkan kesulitan di tengah-tengah kehidupan manusia, baik 

kemaslahatan itu bagi orang yang mengadaikan, penerima gadai, ataupun bagi 

masyarakat sekitarnya. Ajaran Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-

aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai 

                                                 
8 Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (rahn)”,  jurnal  An-

nisbah, Vol. 01, No. 01, 2014, hlm. 174-175.  
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solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.9 Untuk 

orang yang menggaadaikan, ia akan memperoleh maslahat yaitu dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan hal yang demikian kiranya dapat 

menghindarkan dari keadaan genting sehingga dengan menggadaikan suatu 

barang seorang penggadai akan mendapatkan pinjaman, oleh karena itu dapat 

menghilangkan kegetiran hatinya ketika dalam keadaan mandesak. Selain itu 

bagi seorang penerima gadai ia akan merasa aman atas haknya sebab uangnya 

pasti akan dikembalikan karena telah menghadirkan barang jaminan. Adapun 

hikmah yang didapatkan oleh masyarakat, yaitu meningkatkan hubungan 

muamalah dan saling menanamkan rasa simpati diantara mereka, karena yang 

mendasari gadai adalah akad hutang piutang dan di dalam hutang piutang yang 

berlaku adalah tolong menolong (ta’a>wun) bukan mencari keuntungan.10 

Setelah diuraikan di atas mengenai gadai dalam pandangan Hukum Islam 

ataupun fiqh muamalah, selanjutnya bagaimanakah praktik gadai yang yang 

berada di tengah-tengah masyarakat pada masa sekerang ini? praktik gadai yang 

sering terjadi di lingkungan masyarakat ialah gadai yang dilakukan dengan 

menjadikan barang jaminan berupa kebun, sawah, kendaraan, ataupun hewan 

ternak dan pengambilan manfaat barang gadai sepenuhnya diambil oleh 

menerima gadai selama pemberi gadai belum melunasi pinjamannya, dari 

praktik gadai yang demikian tentu bertentangan dengan sabda Nabi. 11 

                                                 
9 Mabarroh Azizah dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green 

Economics”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 10., No. 2., 2021, hlm. 239.  
10 Tohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm.162. 
11 Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Al-Syir’ah, Vol. 4 No. 2, 2006, hlm. 9. 
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َْةً, فَ هُوَ رَِاً  رَ  فَ َُ أََِي أسَُامَةَ, وَإِسْنَا ُِّ كُلُّ ََ رْضٍ جَرَّ مَن ْ َْ (وَاُ  الَْحَارِثُ  ٌٌ ُ  سَاَِ  
“Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah riba”. (H.R. 

al-Harist bin Abi Usamah). 

 

 

Praktik gadai yang demikian, sebagaimana telah di jelaskan di atas, 

disebabkan karena ketidakpahaman mereka terhadap akad gadai yang 

sebenarnya, yang dipahami bahwa barang yang menjadi jaminan akan diberikan 

secara mutlak kepada penerima gadai baik dalam hal pengelolaan/perawatan 

ataupun pengambilan hasilnya. Padahal tujuan dihadirkan barang jaminan ialah 

sebagai penguat kepercayaan orang yang berhutang kepada pemilik utang, bukan 

untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu hasil dari barang jaminan tetap 

menjadi milik dari penggadai dan ketika dalam keadaan tertentu yang 

mengharuskan penerima gadai untuk mengelola atau merawat barang gadaian  

maka harus dengan seizin pemberi gadai.  

Mengambil kelebihan dari manfaat barang gadaian dianggap sebagai 

salah satu transaksi ribawi. Pemanfaatan  hasil  barang gadaian tentu masih 

menjadi hak oleh pemberi gadai. Pengambilan manfaat oleh penerima gadai 

dianggap sebagai pertambahan di dalam utang atau sering disebut dengan riba. 

Mengambil manfaat dari barang gadai oleh penerima gadai sifatnya terbatas 

hanya sekedar membayar dari biaya pemeliharaan dan perawatan yang telah 

dikeluarkan oleh penerima gadai,  dan untuk barang jaminan hanya barang yang 

memerlukan pemeliharan dan perawatan saja. Dalam penelitian yang dilakukan 



7 

 

 

 

oleh Hendi Suhendi, ada tiga sebab yang menyebabkan akad gadai menjadi akad 

riba berikut penjelasannya:12 

1. Ketika dalam akad menetapkan sebuah perjanjian yang mana pemberi gadai 

ketika hendak membayar utang harus memberi tambahan kepada penerima 

gadai dengan kata lain tidak sesuai dengan jumlah utang yang dipinjamkan. 

2. Apabila akad gadai ditentukan dengan syarat-syarat tertentu yang 

memberatkan salah satu pihak dan syarat-syarat tersebut tetap dijalankan. 

3. Apabila pemberi  gadai tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo dan 

penerima gadai semena-mena menjual barang jaminan dan tidak 

menyerahkan sisa dari pelunasan utang kepada pemberi gadai, yang mana  

kemungkinan  utang lebih kecil nilainya dari harga barang gadai yang telah 

dijual. 

Di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh,  

mayoritas pekerjaan masyarakatnya ialah petani kopi, kebun kopi tersebut selain 

digunakan untuk bertani juga sering digunakan sebagai jaminan. Terdapat dua 

bentuk sistem gadai kebun kopi di masyarakat di Desa Burni Telong. Pertama, 

pemilik kebun bisa terus menggarap kebun kopi yang telah digadainya, dengan 

sistem bagi hasil setiap panennya dengan penerima gadai (murtahin). Kedua, 

penerima gadai menggarap kebun kopi yang telah di gadai sampai uangnya 

kembali sesuai waktu yang telah disepakati dengan pemilik kebun gadai. Praktik 

gadai kebun kopi yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Burni Telong 

dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilakukan 

                                                 
12 Hendi Suhendi, Bidayatul Mujtahid (Seamarang: CV. Asyifa, 1994), hlm. 304. 
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untuk menyepakati beberapa masalah seperti mengenai luas kebun kopi yang 

akan digadaikan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam serta waktu gadai 

yang disepakati antara kedua belah pihak, biasanya jika seseorang 

menggadaikan kebun kopinya di Desa Burni Telong maka hasil panen dari 

kebun tersebut akan jatuh ke tangan penerima gadai (murtahin), yang menjadi 

persoalan dalam sistem gadai kebun kopi ini adalah penggadai akan sulit 

mengembalikan uang gadaiannya kepada penerima gadai di karenakan kebun 

kopi yang menjadi pendapatan keluarga di garap oleh penerima gadai.13  

Hal ini jika disinggungkan dalam kitab-kitab klasik jelas banyak ulama 

yang mengharamkan pengambilan manfaat dari barang gadai oleh murtahin. 

Oleh karenanya praktik gadai kebun kopi yang terjadi di Desa Burni Telong 

tidak sesuai dengan kaidah yang ada pada fiqh mualamah, dimana gadai yang 

terjadi di desa tersebut murtahin mengambil manfaat dari hasil kebun kopi yang 

digadaikan serta murtahin juga mendapatkan keuntungan dari penggadaian 

tersebut. Maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait praktik gadai 

kebun kopi  di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. 

Aceh bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam 

terhadap praktik gadai kebun kopi  tersebut, yang kemudian penulis memberi 

judul pada permasalahan ini yaitu” PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI 

DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH 

PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 

                                                 
13 Hasil wawancara dengan Bapak Lasiman selaku pemberi gadai (ra>hin) pada Tanggal 10 

September 2021.  
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B. Defini Operasional 

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi saya yang 

berjudul “Praktik Gadai Kebun Kopi Di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam 

Kab. Bener Meriah Prov. Aceh Perspektif Hukum Islam” maka penulis 

memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu:  

1. Gadai Kebun Kopi  

Gadai merupakan akad yang dalam pelaksanaannya menjadikan suatu 

barang yang bernilai harta sebagai barang jaminan atas utang.14 Gadai kebun 

kopi ialah menjadikan kebun kopi sebagai barang jaminan atas utang 

seseorang. Adapun ketentuan kebun kopi yang menjadi barang gadai ialah 

kebun yang masih aktif berbuah permusimnya.  

2. Perspektif Hukum Islam  

Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada 

al-Qur’an dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syariat, wajib diikuti 

oleh semua muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana apapun 

dan di mana saja ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam 

menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan muamalah 

yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.15 

Perspektif hukum Islam merupakan pandangan yang berkaitan dengan 

praktik ekonomi yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan 

pada hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan 

                                                 
14 Abdul Rahman Ghajzaly, Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 

hlm. 265. 
15 Luqman, “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam 

Perkawinan” Jurnal Qiyas, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 2. 
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bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi di 

Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah. Sehingga dengan 

adanya sudut pandang hukum Islam akan memberikan permahaman 

bagaimana status hukum dari praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa 

Burni Telong tersebut.  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam 

Kab. Bener Meriah Prov. Aceh. 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di 

Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Alasan yang mendasar dalam melakukan suatu penelitian ialah tujuannya 

untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Berdasarkan 

rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan yang handak dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik gadai kebun kopi yang sedang 

berlangsung di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. 

Aceh. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan pandangan hukum Islam 

terhadap praktik gadai kebun kopi di desa Burni Telong Kec.Wih Pesam Kab. 

Bener Meriah Prov. Aceh  

Setelah mengetahui tujuan dari permasalahn di atas, maka penulis 

menguraikan beberapa manfaat,  baik itu manfaat  teoritis maupun praktis. 
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1. Manfaat Teoritis  

Setelah terbitnya hasil penelitian peneliti mengharapkan bahwa dapat 

menghadirkan pengetahuan terhadap masalah-masalah yang melatar 

belakangi terjadinya praktik gadai di tengah-tengah masyarakat, serta dapat 

mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam dalam menanggapi 

praktik gadai kebun kopi yang masih menimbulkan kontraversi dalam hal 

kebolehannya, mengapa tidak kerena dalam praktik yang sering terjadi di 

tengah-tengah masyarakat masih banyak bertentangan dengan ketentuan 

dalam hukum islam. Selain itu juga diharapkan dapat menambah kepustakaan 

di bidang ekonomi islam khususnya pada akad gadai (rahn) dan dengan 

adanya hasil  telaah ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan, 

literatur ataupun bacaan dalam hal untuk mengetahui hukum gadai kebun 

kopi yang sering terjadi dikalangan masyarakat.   

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan 

sebagai pemambah pengetahuan bagi penulis, khususnya di bidang 

muamalah, sosial masyarakat, sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas 

perkuliahan.  

b. Manfaat untuk selain penulis ialah diharapakan dapat menjadi jawaban 

bagi siapa saja yang sedang mencari jawaban atas suatu masalah yang 

sedang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di bidang muamalah 

khususnya pada akad gadai kebun kopi, juga dapat dijadikan sebagai 
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bahan referensi dalam membuat tulisan baik itu bentuk tugas maupun 

bukan. 

E. Kajian Pustaka   

Dalam penelitian ini penulis telah mengawali dengan menganalisis hasil 

studi terdahulu yang mempunyai kemiripan dan adanya keterkaitan antara 

penelitian yang ingin dilakukan. Karenanya peneliti mendapatkan acuan yang 

dapat membantu proses penelitian ini, dan sebagai pembeda dalam menyusun 

skripsi ini. Dengan demikian kajian dari hasil penelitian terdahulu dianggap 

sangat berfungsi untuk memberikan banyangan awal mengenai pembahasan 

yang berkenaan dengan problem penelitian yang akan dilakukan. 

Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan 

beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, antara lain:   

No PENELITI DAN 

JUDUL 

PENELITIAN 

 

PERSAMAAN 

 

PERBEDAAN 

1. Daih Akidzu 

Mafazan, Tahun 

2019, dengan judul 

“Pemanfaatan 

Barang Jaminan 

Tanah Oleh 

Penerima Gadai 

Persamaan dengan 

penelitian ini adalah: 

sama-sama membahas 

tentang gadai dan 

pemanfaatan dari barang 

gadai itu sendiri yang 

dilakukan dikalangan 

Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

penelitian terdahulu 

lebih membahas 

mengenai bagaimana 

pengambilan manfaat 
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Dalam Perjanjian 

Hutang  Piutang 

Perspektif Fiqih 

Empat Mazhab” 

(Studi Kasus di Desa 

Sendangharjo 

Kecamatan 

Brondong 

Kabupaten 

Lamongan) 

masyarakat. 

  

dari objek gadai16 

sedang dalam 

penelitian ini akan 

lebih khusus 

menjelaskan mengenai 

praktik gadai  itu 

sendiri yang akan 

ditinjau menurut 

hukum Islam 

2.  Candra Gunawan, 

Tahun 2020   dengan 

judul “Tinjauan 

Hukum Islam 

Tentang Praktik 

Gadai Kontrak 

Kebun Kopi “ (Studi 

Kasus di Desa 

Puramekar 

Kecamatan Gedung 

Surian Kabupaten 

Persamaan dengan 

penelitian ini adalah: 

a. objek penelitian 

yang sama yaitu 

membahas tentang 

praktik gadai kebun 

kopi. 

b. Menggunakan 

tinjauan Hukum 

Islam 

c. Teknis analisis data 

Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

a. Penelitian 

terdahulu 

membahas 

mengenai gadai 

yang dilakukan 

oleh masyarakat 

khususnya gadai 

kontrak kebun kopi 

                                                 
16 Daih Akidzu Mafazan, “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam 

Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Mazhab (Studi Kasus di Desa Sendangharjo 

Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”, skripsi tidak diterbitkan ( Malang : UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 4.  
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Lampung Barat). menggunakan 

kualitatif deskriptif 

 

 

yang ada di Desa 

Puramekar 

Kecamatan Gedung 

Surian Kabupaten 

Lampung Barat 

inilah yang menjadi 

objek kajian dalam 

penelitian 

tersebut.17 

Sedangkan dalam 

penelitian ini akan 

membahas 

mengenai praktik 

gadai kebun kopi 

yang tidak ada 

masa kontraknya di 

analisis 

menggunakan 

hukum Islam  

b. Lokasi penelitain 

yang berbeda. 

                                                 
17 Candra Gunawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi 

(Studi Kasus di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”,  skripsi 

tidak di terbitkan ( Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 5.  
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Penelitian 

terdahulu melakuka 

penelitian di Desa 

Puramekar 

Kecamatan Gedung 

Surian Kabupaten 

Lampung Barat. 

Sedangkan dalam 

penlitian ini akan 

melakukan 

penelitian di desa 

Burni Telong Kec. 

Wih Pesam Kab. 

Bener Meriah Prov. 

Aceh 

3. Tina Agustin, Tahun 

2020, denga judul 

“Kajian Hukum 

Ekonomi Syariah 

Terhadap Praktik 

Pemanfaatan Kebun 

Kopi Yang 

Digadaikan  

Persamaan dengan 

penelitian ini adalah:  

a. Objek penelitian 

yang sama yaitu 

membahas tentang 

praktik gadai kebun 

kopi. 

b.  Teknis analisis data 

Perbedaan dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah: 

a. Dalam penelitan 

terdahulu 

membahas 

menganai 

pemanfaatan kebun 
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(Studi Kasus di Desa 

Talang Lebar 

Kecamatan Pugung 

Kabupaten 

Tanggamus)”. 

menggunakan 

kualitatif deskriptif 

 

 

kopi yang 

digadaikan.18 

Sedangkan dalam 

penelitian ini akan 

membahas lebih 

kepada praktik 

gadai kebun kopi 

yang ditinjau 

dengan hukum 

Islam. 

 

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan 

penelitian yang akan ditelaah oleh penulis yakni tentang permasalahan dalam 

akad gadai baik dalam hukum Islam maupun perspektif fiqih empat mazhab. 

Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada praktik 

gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener 

Meriah Prov. Aceh dalam perspektif hukum Islam. 

F. Sistematika Pembahasan  

Adapun  pembahasan yang akan diuraikan dari hasil penelitian ini akan 

disistematikan menjadi lima bab yang mana antara bab akan saling berhubungan. 

Sistematika pembahasannya akan diuraikan sebagai berikut: 

                                                 
18 Tina Agustin, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun 

Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus Di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus)”, skripsi tidak diterbitkan ( Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 20.  
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Bab pertama berupa pendahuluan yang tujuannya adalah untuk 

memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, 

mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah,definisi operasional, tujuan 

penelitian, panfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendalaman  

teori-teori mengenai gadai dalam hukum Islam yang dimulai dari pengertian 

gadai (rahn), landasan hukum gadai (rahn), rukun dan syarat gadai (rahn) 

manfaat dan hikmah gadai (rahn) operasionalisasai hukum gadai (rahn), 

ketentuan- kententuan gadai (rahn), pemanfaatan barang gadai (rahn), hak dan 

kewajiban para pihak dalam gadai (rahn), dan berakhirnya akad gadai (rahn). 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang membahas mengenai jenis 

penelitian yaitu penelitian lapangan (field research), waktu dan tempat 

penelitian, subjek dan objek penelitian , sumber data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

 Bab keempat merupakan inti dari pembahasan penelitian yang penulis 

teliti dalam skripsi ini, yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian 

mengenai mekanisme praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih 

Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh yang dilanjutkan dengan analisis terhadap 

praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener 

Meriah Prov. Aceh berdasarkan perspektif  hukum Islam. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran. 

Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi 

jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 

1. Kesimpulan  

 Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Gadai merupakan suatu akad yang di dalamnya terdapat dua pihak atau 

beberapa pihak. Dalam pelaksanaan praktik gadai akan menjadikan suatu 

barang yang dianggap memiliki nilai harta yang dijadikan sebagai barang 

jaminan atas utang. Dalam hal ini, masyarakat sering melakukan gadai 

dengan barang jaminan berupa tanah pertanian/kebun yang bertujuan untuk 

mendapatkan pinjaman. Di desa Burni Telong praktik gadai yang sering 

dilakukan adalah dengan menggadaikan kebun kopi yang masih aktif berbuah 

permusimnya yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang, dan untuk 

pemanfaatannya itu berbeda-beda dimana sebagian kebun kopi yang telah 

digadaikan dikelola dan diambil hasilnya oleh murtahin sampai dana 

dikembalikan, namun ada juga yang mempraktikkan kebun tersebut tetap 

dikelola sendiri oleh ra>hin dengan sistem bagi hasil antara keduanya. Akad 

gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Buri Telong sudah dilakukan secara 

turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat. Masyarakat 

melakukan akad gadai secara lisan dan tulisan dengan menyebutkan nominal 

hutang serta menjelaskan luas kebun kopi. 

2. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai kebun kopi di Desa 

Burni Telong yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam sudah memenuhi 
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syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti ketentuan dalam hukum 

Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang 

gadai dimana masyarakat di Desa Burni Telong ketika melakukan praktik 

gadai, pemanfaatan barang gadai sering sekali dimanfaaatkan oleh murtahin 

secara mutlak selama pemberi gadai belum mengembalikan pinjamannya. 

Oleh karena itu akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Burni Telong 

dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat 

bukan sepenuhnya berdasarkan pada hukum Islam. 

2. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa 

saran yaitu: 

1. Bagi ra>hin maupun murtahin hendaklah ketika melakukan gadai  sekiranya 

menggunakan bukti yang jelas seperti surat atau kwitansi dan menghadirkan 

beberapa saksi pada saat melakukan akad dengan tujuan menghindari 

terjadinya perselisihan antara pemberi gadai dan penerima gadai yang 

nantinya dapat merugikan salah satu dari mereka. Seorang penerima gadai 

(murtahin) hendaklah dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai 

(rahin) tidak berniat untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan, apabila 

kebun kopi tersebut dipercayakan kepada murtahin untuk mengelolanya maka 

biaya yang dikeluarkan murtahin hanya untuk mengganti biaya pengelolaan 

dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan. 

2. Bagi pihak pemerintah desa, hendaklah terlibat dalam praktik gadai dan 

kepada tokoh agama, serjana agar dapat memberikan pemahaman mengenai 
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praktik gadai yang memenuhi prinsip dalam hukum Islam baik dalam hal tata 

cara pelaksanaannya maupun pemanfaatanya, dengan begitu masyarakat 

dapat mengetahui bagaimana praktik gadai yang sesuai dengan anjuran 

syariah sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya 

pemahaman tersebut maka pelaksaan gadai lebih kepada tolong menolong 

bukan sebagai media untuk mencari keuntungan dengan begitu dapat 

terciptanya kesejahtraan dalam masyarakat.  
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